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5RINGKASAN
Penelitian ini merupakan tahap awal (tahun pertama) dari rangkaian kegiatan penelitian
jangka panjang (Multi Years) untuk menyusun model Penanggulangan Konflik Sosial di
Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ragamnya konflik sosial
yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten baru yang merupakan
dampak dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara. Berbagai konflik sosial yang telah dan
sedang terjadi mencakup konflik politik, ekonomi, sosial-demografi dan geografi sejak 2010.
Tujuan dari penelitian tahun pertama ini adalah melakukan identifikasi potensi konflik sosial
dan selanjutnya memetakan potensi konflik menurut  tipe/kategori konflik, bingkai atau
kerangka konflik dan pemicu konflik. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik
dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi yang selanjutnya
dianalisis dengan metode Trianggulasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kategori konflik politik yaitu konflik antara
pemerintah dan masyarakat (state-civil society conflict) dan antar masyarakat. Potensi konflik
sosial dapat dipicu oleh konflik kepentingan yang berbasis pada Tatakelola Pemerintahan
(good governance dan clean goverment) kegiatan politik lima tahunan seperti Pemilu
Legeslatif, Presiden dan Pilkada. Sedangkan konflik ekonomi yaitu konflik sumberdaya
(natural resource conflict) dapat dipicu oleh sengketa lahan antara pemilik modal (pelaku
bisnis) dengan masyarakat sekitar lahan maupun kegiatan industri yang dianggap merugikan
masyarakat. Heterogenitas masyarakat dari segi etnis, agama dan budaya menjadi faktor yang
potensial memicu konflik sosial. Demikian juga tidak jelasnya batas wilayah menjadi sumber
potensi konflik antar Kabupaten   Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Kepahyang, Bengkul
Utra dan Kota Bengkulu.
Hasil penelitian awal ini belum dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan model
penanggulangan konflik sosial karena hasil penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian
yang  lebih konprehensif untuk mengetahui sejauh mana beberapa sumber potensi konflik
sosial tersebut secara manifes telah menimbulkan konflik sosial dan faktor-faktor apa yang
menjadi sumber penyebab konflik.
6ABSTRACT
This study is the first year of a series of long-term research activities (Multiple Years) to
develop a model of Social Conflict Prevention in Central Bengkulu District. This research is
motivated by the manifold social conflict that occurred in Central Bengkulu District as a one
of new districts in Bengkulu Province which is the impact of the expansion of North
Bengkulu District. Various social conflicts that have and are happening include political,
economic, socio-demographic and geography conflicts since 2010.
The aim of the first year of this study is to identify the potential social conflict and then
mapping of potential conflicts by type / category of conflict, conflict frame and trigger
conflict. This study is a descriptive analytic study and using Triangulation Method to analize
secondary data as the primary source of information of the present study.
The results of the present study showed that the category of political conflict that is the
conflict between the government and the public (state-civil society conflict) and between
communities can be triggered by a conflict of interest based on Governance (good
governance and clean government) and five-year political activities such as Legeslatif,
President and Bupati elections. While the economic conflict is the conflict of economic
resources (natural resource conflict) can be triggered by a land dispute between the owners of
capital (businessmen) with the surrounding communities and industrial activities deemed
harmful to society. Community heterogeneity in terms of ethnicity, religion and culture tendt
to be potential factors that trigger social conflict. Similarly, there is no clear boundary
between region would be a source of potential regional conflict among closed regions. These
conflict were between the Central Bengkulu District and Kepahyang, North Bengkulu District
and between the Central Bengkulu and Bengkulu City.
These preliminary results are not yet able to provide policy recommendations and a model of
social conflict reduction because the results of this study will be followed by a more
comprehensive study to determine the extent to which some of the potential sources of social
conflict contribute to real or manifest social conflics and what kind of social,economic and




Sejak era-reformasi dan transformasi sosial-politik pada tahun 1998 (masa kejatuhan
rezim Orde Baru), perjalanan kehidupan berbangsa,bernegara, dan bermasyarakat di
Indonesia memasuki tahapan baru yaitu terjadinya dinamika sosial yang masif dan dalam
derajat tertentu  telah membawa sebagaian masyarakat Indonesia terjebak pada situasi
carut-marut konflik sosial yang berkepanjangan hingga hari ini. Konflik sosial yang
selama 30 tahun rejim ORBA di“tabu”kan oleh negara dan warga masyarakat, seolah
kini menjadi tindakan-nyata yang sah, lazim dan dianggap normal dalam sistem tata-
kehidupan berasaskan demokrasi. Gelombang reformasi telah menimbulkan berbagai
kecederungan dan realitas baru (1) dihujat dan dibongkarnya format politik Orde
Baru.(2) munculnya aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya
partai politik baru.(3) era keterbukaan (demokratisasi dan HAM) (4) maraknya konflik
sosial dan benturan antara etnik, antar agama, antar golongan, antar komunitas (pelajar,
petani, antar wilayah/ perbatasan). Fenomena ini telah benar-benar meningkatkan derajat
kekhawatiran atas kukuhnya integrasi dan stabilitas sosial/nasional dan telah
mengganggu rasa aman dan nyaman masyarakat.
Ranah konflik dan benturan sosial yang terjadi sedemikian  luas tidak saja pada aspek
politik tetapi sudah meluas pada aspek sosial-keagamaan, budaya dan ekonomi bahkan
pada konflik soal identitas dan batas wilayah administrasi. Pada awalnya konflik sosial
ini dimakanai sebagai bentuk eforia kebebasan atas terlepasnya hak-hak sosial politik
masyarakat terhadap cengkraman rezim Orde Baru yang oleh banyak orang dianggap
sentralistik dan otoriter. Nampaknya eforia itu sudah kebablasan dan telah
menumbuhkan kesadaran baru dikalangan masyarakat bahwa konflik sosial dianggap hal
yang biasa dan menjadi simbol kemerdekaan. Dampak yang dirasakan adalah wilayah
konflik menjadi susah dikontrol dan  konflik dianggap sebagai solusi menyelesaikan
masalah sosial. Lemahnya penegakan hukum (law inforcement) disamping menyebabkan
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap indtitusi negara, lebih jauh kondisi sosial
seperti in telah  menambah kekuatan masyarakat untuk menjadikan konflik sosial sebagai
sarana untuk melakukan pengadilan jalanan dan  main hakim sendiri.
8Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sosial telah mengakibatkan situasi sosial seperti
ketidak tertiban sosial (social disorder), stress sosial, kepedihan (bitterness), disintegrasi
sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-
material. Kehancuran asset asset non-material yang paling kentara ditemukan dalam
wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya kepercayaan di antara
para-pihak yang bertikai, rusaknya networking, dan hilangnya kepatuhan pada tata aturan
norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama. Seolah semua yang
telah dengan susah payah dibangun dan ditegakkan oleh masing-masing warga yang
bertikai, dengan mudah diakhiri begitu saja karena konflik sosial. Dari perspektif politik
ketatanegaraan, kebijakan otonomi daerah (OTDA), hingga taraf tertentu juga ikut
menyumbang memperburuk situasi konflik sosial di atas.
Berbagai macam demonstrasi massa yang menuntut agar negara secara konsisten
menegakkan agenda demokrasi, desentralisme, penyelamatan lingkungan hidup, perang
terhadap korupsi, perjuangan hak-hak perempuan, dan sebagainya adalah wujud riil dari
hadirnya dinamika konflik sosial berbasiskan post-materialisme di Indonesia selama 10
tahun terakhir. Meningginya intensitas dan keluasan konflik sosial sejak era reformasi di
Indonesia, tidak dapat disangkal telah mencengangkan banyak kalangan. Ketercengangan
ini tentu saja sangat bisa dipahami, karena sejarah stereotipe bangsa Indonesia selama ini
lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri “bangsa nan ramah”, “bangsa nan penuh toleransi”,
namun pada saat pasca ORBA ternyata masyarakat Indonesia justru menunjukkan
karakter keberingasannya dengan degree of violence-nya yang menembus “batas-batas
rasa kemanusiaan”, yang tidak bisa diterima oleh bangsa manapun di dunia.
Konflik sosial diyakini oleh para ahli sosiologi seperti Karl Marx, Ralp Dahrendorf,
Simmel dll, merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak terpisahkan. Tidak ada
masyarakat yang dapat menghindar dari konflik. Namun demikian konflik yang anarkis
dan mengarah kepada tindakan yang merusak (destructive social conflict) harus
dihindari. Karena konflik yang demikian disamping akan merugikan juga menghambat
pembangunan bangsa dan negara.
Gambaran diatas terjadi disemua wilayah Indonesia tak terkecuali di Bengkulu.
Menyikapi kondisi sosial seperti ini, maka dalam rangka menata pemeliharaan dan
pengelolaan kehidupan masyarakat yang damai jauh dari berbagai bentuk konflik sosial,
maka perlu upaya dilakukan pemetaan, kajian terhadap situasi dan peristiwa  konflik
sosial yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di Bengkulu. Kajian ini dimaksudkan
9untuk memberi masukan, solusi terhadap pencegahan maupun penanganan konflik sosial
di wilayah Bengkulu Tengah.
B. Tujuan Kajian
Berangkat dari permasalah konflik sosial sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka
kajian ini diarahkan untuk merumuskan model strategi penanggulangan konflik sosial di
Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara umum penelitian ini akan dibagi dalam tiga tahap
penelitian . Untuk Tahap pertama, tujuan penelitian ini difokuskan pada tujuan sebagai
berikut:
1. Melakukan identifikasi dan analisis sumber konflik sosial yang terjadi di wilayah
Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Melakukan identifikasi dan analisis tipe/jenis konflik sosial yang terjadi di
wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Merumuskan peta konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkulu
selatan
C. Kegunaan Kajian:
Memahami konflik sosial, sungguh merupakan sebuat langkah strategis yang harus
dilakukan pemerintah. Hal demikian terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk
melkukan proses pembangunan yang cepat tanpa harus terhambat olek konflik sosial.
Konflik sosial disamping akan menghabiskan energi dan dana masyarakat juga akan
menyebabkan terhambatnya dan bahkan gagalnya program-program pembangunan yang
sudah direncanaka. Dengan dirumuskannya peta konflik sosial di wilayah kabupaten
Bengkulu Tengah diharapkan akan memudahkan memahami secara konprehensif bentuk,
jenis, penyebab, pelaku, dan lokasi konflik sosial sehingga dapat diupayakan kebijakan,
strategi dan program baik pencegahan maupun upaya penyelesaian konflik-konflik sosial
yang potensial maupun manifes sehingga terbangun kehidupan masyarakat Bengkulu
yang aman, nyaman dan damai.
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D. Hasil yang ditargetkan:
No PelaksanaanPenelitian Metode Hasil yang ditargetkan
1 Tahun Pertama Observasi
Wawancara
Dokumentasi
1. Teridentifikasi sumber potensi
konflik sosial yang terjadi di
wilayah Kabupaten Bengkulu
Tengah
2. Teridentifikasi tipe/jenis potensi
konflik sosial yang terjadi di
wilayah Kabupaten Bengkulu
Tengah
3. Terumuskan peta potensi konflik
sosial yang terjadi di wilayah
Kabupaten Bengkulu Tengah




Identifikasi dan analisis faktor
sosial, budaya dan ekonomi
penyebab konflik sosial di
Kabupaten Bengkulu Tengah










KAJIAN PUSTAKA DAN ROAD MAP
A. KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini akan dibahas beberapa konsep pengertian konflik sosial mengingat luas dan
beragamnya pengertian konflik sosial. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menghindari bias
pengertian terhadap konsep konflik yang digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya,
pembahasan juga mefokuskan pada beberapa teori atau pendekatan terkait denga konflik
sosial. Tipe konflik dan jenis konflik sosial serta penyebab terjadinya konflik secara umum
dan pada bahasan terkhir akan disampai sedikit penjelasan soal alat-alat analisa konflik yang
berkembang dewasa ini.
1. Konflik Sosial
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis,
konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok)
dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau
membuatnya tidak berdaya.
Mason dan Richard (2005) mendifinisikan konflik sebagai interaksi yang bertentangan
antar sedikitnya dua aktor dimana salah satu aktor berusaha membuat kehancuran dan aktor
yang lain menerima dampak kehancuran (A conflict can be understood as an incompatible
interaction between at least two actors, whereby one of the actors experiences damage, and
the other actor causes this damage).
Coser (1967) sebagaimana dikutip Oberschall (1978) mendefinisikan konflik sosial
sebagai berikut: “social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and
scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired
values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals”.
Dengan mengacu  pada beberapa pengertian konseptual tentang konflik sosial tersebut,
maka konflik sosial akan meliputi spektrum yang luas. Artinya bahwa konflik bisa terjadi
dalam skala yang kecil seperti hubungan pertemanan antar dua orang individu, tetapi konflik
bisa pada skala yang masif melibatkan bangsa seperti konflik antara bangsa Arab dengan
yahudi yang dikenal dengan konflik Palestina dan Israel.
Dengan penjelas tersebut, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa konflik sosial
selalu melekat pada setiap masyarakat (Dahrendorf, 2000). Artinya  konflik dilatarbelakangi
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oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan
tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat,
keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi
sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu
masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan
kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya
masyarakat itu sendiri.
Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah
siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya,
integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
2. Arena Konflik: Tiga Ruang Kekuasaan
Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar-ruang kekuasaan. Terdapat tiga
ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang
kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta”
(Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap
ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan.
Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut.
Gambar 1. Tiga Ruang dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan
modifikasi dari Bebbington, 1997).













Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang-kekuasaan dari
13
Bebbington (1997) sebagaimana skemanya tergambar pada Gambar 1 di atas, maka
konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk,
yaitu:
a. Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negara dan
sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat
atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan
merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan asosiasiPekerja/buruh melawan
Pemerintah Bengkulu soal UMR.
b. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial
melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah Contoh klasik dalam
hal ini adalah perseteruanyang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas
lokal melawan perusahaan perkebunan (Kasus PT. Sandabi). “perseteruan berdarah”
yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan
pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa juga ditemui dalam “Tragedi
Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan warga lokal yang menderita kesakitan
akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah tailing aktivitas penambangan emas
oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000an.
c. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan negara dan
sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara dalam mengawal
jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara
tidak terelakkan. Contoh: Konflik pengusaha angkutan batubara dengan pemerintah
Bengkulu soal penggunaan bahan bakar solar
3.JenisKonflik
Mengacu pada skema di atas maka jenis konflik sosial yang dapat ditimbulkan akibat
adanya dinamika konflik antar-ruang kekuasaan akan berlangsung makin kompleks,
manakala unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur
sosial dengan atribut/identitas sosial yang homogen. Beberapa konflik yang timbul menurut
Bebbington (1997) al:
1. Konflik Kewenangan (vertical conflict): dalam hal ini, contoh yang paling mudah terjadi
adalah konflik sosial yang berlangsung dalam praktek manajemen pemerintahan akibat
olah-kewenangan dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara
hierarkhikal antara pemerintah kabupaten, kabupatenal, dan pusat. Konflik yang lebih
banyak mengambil bentuk “konflik kewenanangan” tersebut mengemuka sejak rejim
pengaturan pemerintahan desentralisasi berlangsung penuh sejak Undang-Undang (UU)
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No. 22/1999 dilanjutkan dengan UU No. 32/2004 sebagai konsekuensi OTDA. Konflik
antar pemerintah. Konflik sosial horisontal, juga berlangsung antar departemen sektoral
di pemerintahan pusat, ataupun antara satu pemerintah kabupaten berhadap-hadapan
melawan pemerintah kabupaten lain dalam suatu kebijaksanaan tertentu.
2. Konflik Kekuasaan Sipil: di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial,
berlangsung konflik sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial
dalam mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang
berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang
dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat berubah
menjadi konflik sosial yang nyata. Beberapa contoh aras konflik ini bisa disebutkan
antara lain adalah, tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang dalam
“kehidupan normal” dianggap sederhana (sepele), seperti masalah batas wilayah
administratif (desa atau kabupaten) yang hendak dimekarkan sebagai konsekuensi
OTDA.
Sementara itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial yang melibatkan
perbedaan identitas sosial komunal (ethno-communal conflict) seperti ras, etnisitas dan
religiositas. Konflik-konflik sosial yang berlangsung antara para penganut mazhab pada
sebuah agama tertentu (konflik sektarian sebagaimana terjadi antara penganut
“Ahmadyah” versus “non-Ahmadyah”) juga terjadi secara dramatis di ruang masyarakat
sipil di Indonesia. Konflik sosial yang berlangsung di ruang masyarakat sipil
menghasilkan dampak yang paling “beraneka warna” (karena diversenya persoalan yang
dijadikan obyek konflik) dan berlangsung cukup memprihatinkan (berujung pada
kematian, cedera, dan kerusakan) di Indonesia. Beberapa kawasan di kabupaten-
kabupaten DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah
(Poso) ataupun Maluku dan Maluku Utara sepanjang akhir dekade 1990an hingga paruh
pertama dekade 2000an menjadi ajang konflik sosial antar-komunitas atau communal-
conflict.
3. Konflik Kekuasaan Swasta: sementara itu di ruang kekuasaan swasta, konflik sosial
lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang makin ketat. Kendati demikian,
konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan Negara dalam mengambil kebijakan
dalam “pemihakan” kepada kaum lemah. Misalnya, konflik sosial para pedagang UKM
(Usaha Kecil Menengah) melawan perusahaan retail swasta multinasional yang merasuki
kawasankawasan yang sesungguhnya bukan “lahan bermain” mereka. Selain itu,
konflikkonflik berdarah yang berlangsung antara nelayan trawl (pukat harimau)
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bermodal kuat melawan nelayan atau koperasi nelayan kecil (bermodal lemah) di
berbagai daerah, adalah salah satu contoh klasik konflik di ruang ini.
4. Faktor Pemicu Konflik
Faktor penyebab konflik sangat luas dan beragam, masing-masing konflik sosial
dipengaruhi oleh berbagai keadaan dan kharakter/stereotype masyarakat (Hoxha,
2013;Ebaye, 2012). Menurut Darmawan (2006) beberapa penyebab konflik yang yang
bertanggung jawab atas kejadian konflik sosial tersebut antar lain:
a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan
perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan
sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial,
sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan
kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman,
tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena
berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang
berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian
kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan
menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.
Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok
memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal
yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan
kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan
sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus
dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap
sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha
kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan
membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari
lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan
16
antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik
sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau
antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan
pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh
menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang
besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.
d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan
adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat
atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.
Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang
mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat
tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai
masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti
menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.
Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam
organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan
nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi
pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri.
Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat
kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan
terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan
masyarakat yang telah ada.
5. Bingkai Konflik Sosial
Coser (1967) sebagaimana dikutip Oberschall (1978) mendefinisikan konflik sosial
sebagai berikut: “social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and
scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired
values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals”. Dengan mengacu pada pengertian
konseptual tentang konflik sosial tersebut, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum
yang lebar. Isyu-isyu kritikal yang membingkai konflik sosial yang seringkali dijumpai dalam
sistem sosial (di segala tataran) adalah:
17
a. Konflik antar kelas sosial (social class conflict) sebagaimana terjadi antara “kelas buruh”
melawan “kelas majikan” dalam konflik hubungan-industrial, atau “kelas tuan tanah”
melawan “kelas buruh-tani” dalam konflik agraria.
b. Modes of production conflict (konflik moda produksi dalam perekonomian) yang
berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi bermodakan (cara-produksi) ekonomi
peasantry-tradisionalisme (pertanian skala kecil subsisten-sederhana) melawan para
pelaku ekonomi bersendikan moral-ekonomi akumulasi profit dan eksploitatif.
c. Konflik sumberdaya alam dan lingkungan (natural resources conflict) adalah konflik
sosial yang berpusat pada isyu “claim dan reclaiming” penguasaan sumberdaya alam
(tanah atau air) sebagai pokok sengketa terpenting. Dalam banyak hal, konflik
sumberdaya alam berimpitan dengan konflik agraria, dimana sekelompok orang
memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai property mereka
melawan negara, badan swasta atau kelompok sosial lain.
d. Konflik ras (ethnics and racial conflict) yang mengusung perbedaan warna kulit dan
atribut sub-kultural yang melekat pada warna kulit pihak-pihak yang berselisih.
e. Konflik antar-pemeluk agama (religious conflict) yang berlangsung karena
masingmasing pihak mempertajam perbedaan prinsip yang melekat pada ajaran
masingmasing agama yang dipeluk mereka.
f. Konflik sektarian (sectarian conflict), adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan
pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik akan makin mempertajam
perbedaan pandangan antar mazhab (seringkali pada ideologi yang sama).
g. Konflik politik (political conflict) yang berlangsung dalam dinamika olah kekuasaan
(power exercise).
h. Gender conflict adalah konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan
berbeda dengan basis perbedaan adalah jenis-kelamin. Para pihak mengusung
kepentingan-kepentingan (politik, kekuasaan, ekonomi, peran sosial) yang berbeda dan
saling berbenturan antara dua kelompok penyokong yang saling berseberangan.
i. Konflik-konflik antar komunitas (communal conflicts), yang bisa disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti: eksistensi identitas budaya komunitas dan faktor sumberdaya
kehidupan (sources of sustenance). Konflik komunal seringkali bisa berkembang
menjadi konflik teritorial jika setiap identitas kelompok melekat juga identitas kawasan.
j. Konflik teritorial (territorial conflict) adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh
komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka
membina kehidupan selama ini. Konflik teritorial seringkali dijumpai di
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kawasankawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dimana komunitas adat/lokal merasa
terancam sumber kehidupan dan identitas sosio-budayanya manakala penguasa HPH
menghabisi pepohonan dan hutan dimana mereka selama ini bernaung dan membina
kehidupan sosial-budaya dan sosio-kemasyarakatan.
k. Inter-state conflict adalah konflik yang berlangsung antara dua negara dengan
kepentingan, ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan
dengan pihak lain negara.
l. Dalam kecenderungan global, inter-state conflict bisa berkembang menjadi regional
conflict sebagaimana terjadi pada era “perang dingin” (Blok Uni Soviet vs Blok USA),
atau peperangan di Balkan pada akhir dekade 1990an, dimana USA dan NATO
menghabisi Serbia.
6. Pendekatan dan Model Konflik
Dalam perpestif konflik sosial banyak teori dan model yang dapat dikembangkan dalam
mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor dan pola-pola konflik sosial yang terjadi di
massyarakat. Dalam kajian ini hanya dirujuk beberapa model penjelasan konflik yang sering
digunakan dalam kajian-kajian sosial. Menurut Mason dan Richard (2005) dalam membuat
peta konflik (conflict map) ada beberapa theori yang bisa digunakan dalam melakukan
ekplorasi terhadap charakter konflik sosial:
a. Pendekatan Harvard (Harvard Approach): Pendekatan ini menekankan perbedaan antara
kedudukan/posisi dengan kepentingan. Kedudukan berkaitan dengan bahwa apa yang
dikatakan seseorang sebenarnya adalah apa yang dikehendaki, sedangkan kepentingan
berhubungan dengan alasan –alasan yang berhubungan dengan keinginan atau kehendak
seseorang . Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik dapat diselesaikan ketika aktor
lebih fokus pada kepentingan bukan pada kedudukannya, dan ketika mereka
mengembangkan kriteria yang dapat diterima dalam rangka kerjasama, hal-hal demikian
selalu berhubungan dengan perbedaan perbedaan tersebut.
b. Teori Kebutuhan manusia ( the Human Needs Theory). Teori ini berpendapat bahwa
konflikdisebabkan oleh kebutuhan  dasar "universal" manusiakebutuhan yang tidak
terpuaskan. Kebutuhan harus dianalisis, dikomunikasikan dan dipuas agar konflik dapat
terhindarkan.
c. Pendekatan Transformasi Konflik ( the Conflict Transformation Approach). Pendekatan
ini melihat konflik sebagai interaksi destruktif atau konstruktif, tergantung pada
bagaimana keterkkaitan konflik atau ditransformasi. Konflik dipandang sebagai interaksi
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energi. Penekanan diberikan pada perbedaan persepsi, dan kontek sosial dan budaya  di
mana realitas sosial dibangun. Transformasi konflik yang konstruktif mencoba
menemukan aktor-aktor  yang berpengaruh dan yang mendukung  upaya-upaya
perdamaian.
Ketika kita memutuskan bahwa kita berurusan dengan  konflik sosial maka kita perlu
membuat batasan sistem. Dalam pengertian aktor dan faktor apa yang menjadi pusat
perhatian kita. Bagian mana yang akan kita kesampingkan untuk sementara waktu?
Seseorang dapat dapat memfokuskan pada berbagai sistem sosial. Setiap koflik selalu
merupakan  sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar. Konflik dalam satu sub-sistem
mungkin hanya merupakan gejala dari konflik yang berada pada sistem yang lebih besar.
Kekerasan di tingkat lokal,misalnya, dapat menjadi bagian dari konflik antara dua
sistem penggunaan lahan, yang melekat pada konflik etnik di satu negara, yang mana
sebenarnya merupakan pengaruh kebijakan perdagangan ekonomi internasional. Konflik
sering berlaku pada titik terlemah suatu sistem, tidak penting  di mana itu disebabkan. Jadi
setiap kali menganalisis konflik, kita harus mempertimbangkan batasan sistem yang telah kita
tetapkan, dan merefleksikan bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan yang
dimana konflik melekat didalamnya. Tergantung di mana kita menetapkan batas-batas,
konflik akan muncul dengan sendirinya berbeda. Batas-batas harus direvisi secara berkala,
untuk memastikan bahwa  kita bekerja di mana kita memiliki pemahaman yang terbaik.
Setelah mengatur batas-batas  sistem konflik, kita dapat menggunakan satu atau lebih alat
analisis untuk memperdalam wawasan kita terhadap  berbagai aspek konflik.
7. Alat Analisis Konflik
1. Roda Konflik (Conflict Wheel): Memperkenalkan enam dimensi penting analisis konflik
(dinamika, aktor, sebab-akibat, struktur, isu dan pilihan / strategi). Ini mengatur alat-alat
analisis konflik lain dan Ini merupakan alat "meta" konflik.
2. Pohon Konflik (Conflict Tree) : Pohon Konflik berkaitan dengan perbedaan antara faktor-
faktor struktural dan dinamis, memvisualisasikan bagaimana isu-isu konflik menghubungkan
kedua aspek ini.
3. Pemetaan Konflik (Conflict Mapping): Pemetaan konflik memusatkan pandangannya pada
aktor dan hubungan antar mereka. Ini adalahalat yang  baik untuk memulai menganalisis
konflik. Kekuatan hubungan dapat diwakili oleh ukuran relatif dari lingkaran aktor.
Kedekatan dan aliansi dilambangkan dengan garis-garis.
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4. Model Eskalasi Glasl: Model ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi intervensi konflik
kita dengantingkat eskalasi  konflik antar pihak. Pesannya adalah bahwa hal itu mungkin
tidak ada gunanya untuk berbicara dengan seorang pembom bunuh diri, atau menembak
orang-orang yang sedang saling baku tembak.
5. Analisis Perspektif Konflik INMEDIO (CPA): Analisis Perspektif Konflik (CPA) fokus
pada perspektif yang berbeda dari berbagai pihak. Dengan menempatkan mereka
berdampingan, orang dapat melihat apa perbedaan dan kesamaannya. CPA mengikuti tahapan
mediasi. Ini bisa juga digunakan untuk melatih salah satu konflik partai. CPA tidak terlihat
secara eksplisit pada struktur atau konteks.
6.Pemetaan Kebutuhan-Ketakutan (Needs-Fears Mapping): Serupa dengan CPA, ini Metode
ini memmusatkan pada aktor dan isue-isue, kepentingan,kebutuhan, ketakutan, sarana dan
pilihan-pilihan mereka. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan secara jelas persamaan
dan perbedaan aktor dalam bentuk tabel.
7. Model Peran Multi-kausal (Multi-Causal Role Model): Model ini fokus pada penyebab,
kualitas alasan yang berbeda, pemicu, saluran, katalis, dan target. Muatan dan aktor,
dinamika dan struktur juga dipertimbangkan.
B. ROAD MAP PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian awal tentang konflik sosial yang terjadi di Bengkulu
Tengah pada 2013. Ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam keseluruhan penelitian ini
untuk menghasilkan model penanggualangan konflik sosial di Kabupaten Bengkulu tengah
sebagai tujuan utama penelitian ini. Pada tahap awal, penelitian ini akan memfokuskan pada
situasi dan kondisi konflik serta pola dan bentuk konflik sosial yang telah dan sedang terjadi.
Pada tahap kedua, penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya konflik sosial dan pada tahap akhir penelitian ini akan merumuskan
model tentatif penanggulangan konflik sosial di Kabupaten Bengkulu Tengah. Semua
tahapan penelitian ini akan terselenggara tergantung dengan pendanaan yang proportional.
No Tahap Kegiatan Luaran
1 Pertama Identifikasi dan analisis sumber, tipe









2 Kedua Identifikasi dan analisis faktor-faktor
yang mendorong terjadinya konflik
sosial; identifikasi  pihak-pihak yang
terlibat konflik, identifikasi upaya
yang telah dilakukan untuk
menyelesaikan konflik dan
identifikasi dampak sosial yang
ditimbulkan akibat konflik sosial












3 Ketiga Melakukan sintesa dan analisis
terhadap hasil penelitian tahun
pertama dan kedua. Merumuskan
strategi tentative penanggulangan











Pada tahap awal dari kajian ini merupakan penelitian data sekunder yaitu data-data
publikasi yang tersedia baik dari instansi pemerintah maupun swasta, baik dari lembaga resmi
maupun hasil penelitian perorangan. Data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian
adalah data sekunder yang umumnya berasal dari Badan Kesbang baik yang ada di Provinsi
Bengkulu maupun yang ada di Kabupaten Tengah. Data sekunder dari Institusi lain seperti
Badan Statistik Nasional seperti Sensus Penduduk, juga data-data atau dokumen dari
Bappeda kabupaten Bengkulu Tengah juga digunakan sejauh dapat memberikan informasi
yang diperlukan dalam kajian ini. Data dan informasi dari studi-studi yang dilakukan Pusat
Pusat Studi/penelitian dari berbagaii Universitas juga artikel-artikel ilmiah dari para pakar
juga telah digunakan.
Kelemahan menggunakan data sekunder adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti
menjadi sangat dibatasi oleh ketersediaan data dan informasi. Peneliti tidak dapat melakukan
analisis dan penjelasan terkait informasi dibalik data-data yang dipublikasikan dan tidak bisa
melakukan crosstab terhadap variabel yang diperlukan oleh penelitian seperti misalnya alasan
dibalik tinggi atau rendahnya angka fertilitas. Ataupun melakukan crosstab multi variabel
karena umumnya data yang dipublikasikan hanyalah single variabel. Hal demikian dalam
penelitian ilmiah sangat penting karena berkaitan dengan ketajaman dan kompresifitas
penjelasan terhadap realitas emperik.
B. Metode Analisis Data
Jika ditilik dari sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif analitik dan dalam kadar
tertentu dapat disebut sebagai penelitian kebijakan (policy research). Ruang-lingkup dan
metode analisis yang digunakan bersifat content analitic, yaitu melakukan analisis dan
interpretasi terhadap informasi faktual tentang  konflik sosial yang dikaji, khususnya tentang
bentuk, jenis, penyebab, pelaku, dan lokasi konflik sosial yang terjadi dilingkungan
masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah. Secara rinci  metode analisis yang digunakan
meliputi: (1) peliputan (deskripsi),(2) peramalan (prediksi),(3) evaluasi dan (4) rekomendasi.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis dari data sekunder dengan depth-interpretation
merujuk pada hasil-hasil penelitian yang terdahulu dan teori konflik yang ada.
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Keterbatasan data-data publikasi yang tersedia baik data yang bersumber dari kantor
Badan Kesbang yang menjadi sumber utama telah menyebabakan analisis terhadap fakta-
fakta konflik sosial kurang mendalam dan komprehensif. Dalam derajat tertentu dapat
mengakibatkan akurasi pemetaan konflik menjadi tidak detil dan tidak lengkap sebagai mana




TOPOGRAFI DAN SOSIO-DEMOGRAFI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
A. Diskripsi Kabupaten Bengkulu Tengah.
Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah ± 32.365,60 km² dengan penduduk pada
tahun 2007 berjumlah  1.616.663 jiwa terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan I (satu) kota,
untuk memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memperkukuh
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas
wilayah  5.548,54 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 339.873 jiwa terdiri atas
18 (delapan belas) kecamatan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.
Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu
Utara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November 2005 tentang Usul Pemekaran
Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan calon lokasi Ibukota, nama calon Ibukota
Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu
Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Utara
Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang
ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk
Kabupaten Bengkulu Tengah.
Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri juga
mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Surat
Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan
Daerah Otonom Baru (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan dukungan DPRD Provinsi
25
Bengkulu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor
15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD
Bengkulu Utara serta Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu pengurus presidium
mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah Pusat dan
DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di bahas oleh
pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurnya tanggal 24 Juni 2008
disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu
Tengah untuk menjadi Undang-Undang. Rancangan undang-Undang yang telah disahkan
oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono
menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di
Kecamatan Karang Tinggi.
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beragam
yang diwarnai oleh berbagai suku yang sudah lama menetap di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Berbagai suku yang datang dari luar Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya Suku Jawa,
Suku Sunda, Batak dan lain-lain. Penduduk asli penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah
adalah Suku Rejang dan Suku Lembak.
Tiga rumpun suku besar yang ada Kabupaten Bengkulu Tengah adalah: Suku Rejang
umumnya tinggal di Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Karang Tinggi, Pagar Jati, dan
Kecamatan Pematang Tiga sedangkan Suku Lembak umunya tinggal di Kecamatan Talang
Empat, Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa dan Suku Jawa umumnya tinggal di
Kecamatan Pondok Kelapa, Pagar Jati dan Kecamatan Talang Empat.
Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari untuk antar suku umumnya
menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai bahasa komunikasi selain bahasa Indonesia.
Untuk komunikasi sesama suku menggunakan bahasa daerah masing-masing suku. Seperti
Bahasa Rejang, Bahasa Lembak, Bahasa Serawai, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda dan lain-lain.
Pengaruh Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkulu Tengah
masih sangat kental, hal ini terlihat seperti dalam upacara perkawinan, Kesenian Syarafal
Annam, Kesenian Rebana dan nyanyian-nyanyian berirama padang pasir.
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B. Wilyah Administrasi, Orbitrasi dan Geografis.
Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari 6
(enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan
Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan
Pondok Kelapa dan pada tanggal 19 Nopember 2008 menjadi 10 kecamatan (Tabel 5.1).
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.223,94 KM².
Tabel 5.1 Kecamatan dan Luas Wilayah Kab. Bengkulu Tengah
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (Km²)
1 Taba Penanjung 148,38
2 Karang Tinggi 137,47
3 Talang Empat 93,62
4 Pagar Jati 188,57
5 Pondok Kelapa 165,20
6 Pematang Tiga 129,64
7 Merigi Kelindang 98,42
8 Merigi Sakti 99,93
9 Pondok Kubang 92
10 Bang Haji 70,71
Total 1.223,94
Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu
yang terletak posisi antara 1010 32’– 1020 8’ BT dan 20 15’ – 40 LS yang meliputi 10
(sepuluh) kecamatan 142 desa dan 1 (satu) kelurahan, luas wilayah berdasarkan Geografic
Information System (GIS) 1.223,94 Km². Kondisi geografisnya topografi sebagian besar
merupakan Daerah perbukit dengan ketinggian mencapai 541 m dpl.
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang
Lebong.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
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Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 - 541 m dpl dengan persebaran
sporadis sehingga tofografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan
antara 5 - 35 %. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5 % terletak di
wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 541 m dpl berada di
kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan Daerah
terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 – 15 m dpl.
Gambar 5.1 Peta Kabupaten Bengkulu Tengah
C. Kondisi Sosial-Demografi
Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional  (Susenas Juli 2011) Penduduk
Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2011 sebanyak 99.855 Jiwa, maka kepadatan
penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 81,58 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di kecamatan Pondok Kelapa yaitu 23,02 Jiwa/Km².
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Tabel 5.2Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEX RATIO
Talang Empat 6,784 6,480 13,264 104
Karang Tinggi 5,791 5,290 11,081 109
Taba Penanjung 5,073 4,782 9,855 106
Merigi Kelindang 3,204 3,085 6,289 103
Pagar Jati 2,937 2,725 5,662 107
Merigi Sakti 2,731 2,498 5,229 109
Pondok Kelapa 14,551 13,623 28,174 107
Pondok Kubang 4,114 3,749 7,863 109
Pematang Tiga 3,376 3,222 6,598 104
Bang Haji 3,019 2,821 5,840 107
Bengkulu Tengah 51,580 48,275 99,855 106.0
Sumber : Hasil Susenas Juli 2011 BPS
Dari kondisi sebagaimana ditunjukan pada Tabel 5.2 bahwa tampak penyebaran
penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah masih bertumpu di Kecamatan Pondok Kelapa yakni
sebesar 28,21 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Talang Empat sebesar 13,64 persen,
Kecamatan Karang Tinggi 11,10 persen. Sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya di bawah
8 persen. Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi adalah 3 Kecamatan dengan
ururtan teratas yang memiliki penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 28.174
orang, 13.624 orang dan 11.081 orang. Sedangkan untuk kecamatan yang paling sedikit
penduduknya adalah Kecamatan Merigi Sakti, yakni sebanyak 5.229 orang.
Kecamatan Pondok Kelapa memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 28.174 jiwa
dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 14.551 dan jumlah penduduk perempuan sebesar
13.623, sex ratio 107 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 7 persen lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Kabupaten Bengkulu Tengah, Jumlah jiwa dalam rumah tangga sebesar 104.250 dan
jumlah rumah tangga 34.321, Kecamatan yang tertinggi jumlah jiwa dalam rumah tangga
adalah Kecamatan Pondok Kelapa 28.174, Talang Empat 12.435 dan Karang Tinggi 11.826,
sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bang Haji 5.616. Rata-rata jumlah rumah tangga
di setiap kecamatan yang tertinggi adalah pada Kecamatan Pondok Kubang 4,29 Kecamatan
Pondok Kelapa 4,26 dan Kecamatan Pematang Tiga 4,02.
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Tabel 5.3 Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Keluarga, 2011
KECAMATAN JIWA DLM KELUARGA JLH RUMAH TANGGA RATA-RATA
Talang Empat 12,435 3,205 3.88
Karang Tinggi 11,826 3,144 3.76
Taba Penanjung 10,436 2,633 3.96
Pondok Kelapa 28,174 6,614 4.26
Pagar Jati 6,509 1,723 3.78
Pematang Tiga 6,174 1,536 4.02
Merigi Kelindang 6,515 1,741 3.74
Merigi Sakti 6,513 9,770 0.67
Pondok Kubang 10,052 2,343 4.29
Bang Haji 5,616 1,612 3.48
Bengkulu Tengah 104,250 34,321 3.04
Sumber : Hasil Pendataan Keluarga Perwakilan BkkbN Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel 5.4 menunjukan bahwa Kecamatan Pondok Kelapa memiliki jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) yang tertinggi, yaitu 6.893 atau 29,89 % dari jumlah Pasangan Usia Subur
Sebesar 23.058. Kecamatan Talang Empat 2.788 atau 12,09 % dan Kecamatan Karang Tinggi
2.605 atau 11,30 % sementara Kecamatan yang PUS nya terendah pada Kecamatan Pematang
Tiga 1.198.
Tabel 5.4 menggambarkan Tahapa Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Secara komulatif jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan KS I di kecamatan Pondok Kelapa
tertinggi yaitu 3,134. Artinya 44,8 persen keluarga di kecamatan ini tergolong miskin.
Kabupaten Benteng merupakan kabupaten dengan penduduk miskin tertinggi di provinsi
Bengkulu. Kabupaten ini sebagai mana telah disampaikan merupakan kabupaten pemekaran
yang paling muda di provinsi Bengkulu yaitu pada tahun 2008 dan baru tahun 2012
memeiliki bupati definitif. Sebelumnya kabupaten ini menjadi bagian dari wilayah kabupaten
Bengkulu Utara. Tidak terperhatikannya secara optimal oleh kabupaten induk menyebabkan
banyak penduduk di wilayah ini yang hidup  berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan
inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa daerah ini memisahkan diri dari kabupaten
Bengkulu Utara.
30
Tabel 5.4 Tahapan Keluarga Sejahtera per Kecamatan, 2011
Talang Empat 631 17.64 1,106 30.92 1,393 38.94 409 11.43 38 1.06 3,577
Karang Tinggi 300 9.02 855 25.71 1,091 32.81 947 28.48 132 3.97 3,325
Taba Penanjung 215 7.52 595 20.82 1,366 47.80 669 23.41 13 0.45 2,858
Pondok Kelapa 1,462 20.91 1,672 23.91 2,073 29.65 1,178 16.85 607 8.68 6,992
Pagar Jati 240 13.93 360 20.89 524 30.41 568 32.97 31 1.80 1,723
Pematang Tiga 437 28.45 961 62.57 81 5.27 57 3.71 - - 1,536
Merigi Kelindang 357 18.97 303 16.10 1,120 59.51 92 4.89 10 0.53 1,882
Merigi Sakti 353 20.43 460 26.62 602 34.84 222 12.85 91 5.27 1,728
Pondok Kubang 998 38.58 644 24.89 478 18.48 360 13.92 107 4.14 2,587
Bang Haji 178 10.81 693 42.08 686 41.65 90 5.46 - - 1,647





KKPRA S KS I KS II KS III KS III+
Sumber : Hasil Pendataan Keluarga Perwakilan BkkbN Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel 5.5 mendiskripsikan tingkat pendidikan kepala keluarga di Kabupaten Bengkulu
Tengah. Dibandingkan dengan kecamatan lain, kecamatan Pondok Kelapa memiliki kepala
keluarga dengan pendidikan tidak tamat SD yang tertinggi, yaitu 24,2 persen dari total kepala
keluarga yang tidak tamat Sekolah Dasar (9327) di Kabupaten Bengkulu tengah. Pada sisi
yang lain, kecamatan Pondok Kelapa juga memiliki kepala keluarga dengan pendidikan
tinggi terbanyak.
Tabel.5.5 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan, 2011
TDK TMT SD TMT SD-SLTP TMT SLTA TMT AK/PT
Talang Empat 637 1,435 1,321 184
Karang Tinggi 947 1,664 616 98
Taba Penanjung 774 1,282 662 140
Pondok Kelapa 2,259 3,000 1,457 276
Pagar Jati 502 798 380 43
Pematang Tiga 954 451 114 17
Merigi Kelindang 983 638 232 29
Merigi Sakti 724 649 310 45
Pondok Kubang 714 1,039 761 73
Bang Haji 833 606 175 33
Bengkulu Tengah 9,327 11,562 6,028 938
JUMLAH KEPALA KELUARGA BEDASARKAN PENDIDIKANKECAMATAN
Sumber : Hasil Pendataan Keluarga Perwakilan BkkbN Provinsi Bengkulu Tahun 2011
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D. Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan
Gambaran umum kondidi kemiskinan anatar wilayah perdesaan dan perkotaan selalu
menunjukan realitas yang berbeda. Terkonsentrasinya penduduk Indonesia di wilayah
perdesaan telah menyebabkan tingkat kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Tidak tersedianya lapangan
pekerjaan diwilayah perdesaan telah berkontribusi terhadap semakin tingginya jumlah
penduduk miskin di wilayah perdesaan di Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi di
Kabupaten bengkulu Tengah sebagaimana digambarkan pada Grafik 5.4.
Kabupaten Bengkulu Tengah ketika awal pembentukannya hanya memiliki 6 Kecamatan dan
telah dikembangkan menjadi 10 kecamatan pada 2010. Dari 10 Kecamatan yang ada hanya
ada satu yang dikategorikan daerah perkotaan yaitu Kecamatan Karantinggi yang nota bene
menjadi ibu kota Kabupaten Benteng. Kondisi kemiskinan pada daerah perkotaan ini
(kecamatan Karangtinggi) tidak beda jauh dengan kondisi kemiskinan 9 Kecamatan lainnya.
(lihat Grapik 5.4). Selanjutnya penurunan tingkat kemiskinan baik diperkotaan ataupun
diperdesaan belum signifikan
Grapik 5.4. Tingkat Kemiskinan Kecamatan, Kabupaten Benteng,
dan Provinsi Bengkulu, 2010
Sumber: Bappeda Kabupaten Benteng, 2010
BPS, Sensus Penduduk 2010
Demikian juga bila dibandingkan dengan kondisi kemiskinan provinsi dan nasional.















dengan tingkat provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan penduduk miskin di kabupaten
Benteng 91,27 persen dibandingkan dengan provinsi Bengkulu sebesar 63,41 persen dan
nasional sebesar 63,52 persen. Sedang untuk tingkat kemiskinan di perkotaan, kabupaten
Benteng relatif lebih baik dimana hanya 8,73 persen dibandingkan tingkat kemiskinan
mprovinsi Bengkulu dan nasional masing-masing 36,59 persen dan 36,48 persen secara
berurutan. (Lihat Grapik 5.5).
Grapik 5.5. Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan, Kab. Benteng,
Provinsi Bengkulu dan Indonesia, 2010
Sumber: Bappeda Kabupaten Benteng 2010
BPS, Sensus Penduduk 2010
Sebagai diketahui bahwa dari hasil verifikasi KPDT tahun 2010 menunjukan 104 dari 133
atau hampir 80 persen desa di kabupaten Benteng tergolong desa tertinggal. Tentu saja ini
dampak dari tidak diperhatikannya desa-desa tersebut dalam program pembangunan selama
menjadi bagian dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkulu Utara). Karang tinggi sebagai
daerah perkotaan semata-mata hanya karena menjadi lokasi pusat pemerintahan, bukan
ditetapkan menurut kriteria daerah perkotaan sesuai dengan definisi perkotaan (urban area)
ataupu kota (city). Sejauh ini pemerintah kabupaten Benteng sedang menyiapkan strategi
penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No 15 tahun 2010 dan

















PETA POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Bab ini membahas peta potensi konflik Kabupaten Bengkulu Tengah yang secara
teoritik juga terjadi pada suatu wilayah secara umum. Sumber utama data dan informasi yang
digunakan untuk mengidentifikasi baik konflik potensial maupun manifes adalah data dan
informasi yang berasal dari Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten
Bengkulu Tengah. Data dan informasi tersebut merupakan kompilasi dari data dan informasi
yang diperoleh dari laporan dari insansi terkait yang memiliki tupoksi terkait dengan upaya
penciptaan stabilitas sosial diwilayah Bengkulu.
A. Derajat Konflik Sosial
Derajat konflik sosial yang dimaksud adalah kondisi konflik sosial yang terjadi di
daerah Bengkulu menurut laporan dari Lemhanas. Dari pemetaan konflik yang dilakukan
oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Benncana) pada tahun 2010, Bengkulu
tergolong daerah dengan situasi konflik yang rendah baik ditingkat Sumatra maupun
dibandingkan dengan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana ditunjukan pada
peta konflik nasional pada Peta 4.1
Peta 4.1. Peta Indeks Risiko Bencana Konflik Sosial Di Indonesia, 2010
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Sumber: BNPB, 2010
Meskipun demikian bukan berarti di Bengkulu tidak ada konflik sosial.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa menurut Sosiolog Ralph Dahrendorf
bahwa konflik selalu melekat di dalam masyarakat. Permasalahannya adalah ada konflik
yang konstruktif dan destruktif. Lebih jauh bila dilihat tingkat kedalammnya ada konflik
yang ringan dan berat. Apa yang disampaikan pada peta di atas barangkali konflik yang
terjadi di provinsi Bengkulu selama ini belum dikategorikan mengganggu integrasi sosial
bangsa. Realitasnya, provinsi Bengkulu selalu diwarnai konflik sosial khususnya saat
Pilkada maupun konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat yang hingga kajian ini
dilakukan belum selesai. Konflik ini terjadi diseluruh Kabupaten di Provinsi Bengkulu tidak
terkecuali di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Pada tahun 2013 setidaknya di Bengkulu telah terjadi konflik lahan antara beberapa
perusahaan yang bergerak diperkebunan dengan masyarakat seperti kasus PT. Sandabi
Indah Lestar (SIL), demo pekerja terkait dengan kenaikan UMP, demo masyarakat
menuntut perbaikan jalan akibat truk batubara yang melebihi tonase, demo mahasiswa men
baik untut penuntasan praktek korupsi yang dilakukan oknum pemerintah daerah. Demo dan
bentrok masa soal perbatasan pada tingkat provinsi (Sumatra Barat dan Bengkulu), antar
kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong (kasus Padang Bano), juga perbatan
antara Kabupaten Kepahyang dengan Kabupaten Induk Rejang Lebong dan perbatasan
antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Benteng.
Mengkritisi karakter sosial sebagaimana dibahas dalam Bab sebelumnya (Bab IV),
Bengkulu Tengah memiliki benih-benih yang dapat memicu terjadinya konflik sosial
(potential conflict) antar tiga pilar kewenangan yaitu pemerintah, pelaku bisnis dan
masyarakat sipil. Hal demikian harus dikritisi secara arif dengan-upaya-upaya kebijakan
yang strategis sehingga bahaya  konflik laten tersebut tidak berubah menjadi konflik
manifes.
B. Sumber Potensial Konflik
Secara sosiologis, beberapa kondisi sosial, politik, ekonomi, demografi dan geografi
dapat menjadi pemicu konflik sosial di Bengkulu Tengah. Kondisi ini perlu dikritisi secara
komprehensif agar sumber-sumber potensi koflik sosial tidak menjadi konflik manifes yang
bereskalasi luas dan akan menyebabkan social cost yang sangat tinggi. Upaya-upaya
preventif jauh lebih diutamakan dari pada upaya-upaya yang sifatnya curatif dan high social
cost. Secara umum potensi konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik
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manifes di daerah termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat dari matrik IV.
Matrik ini didasarkan pada apa yang telah dibahas pada Bab sebelumnya yaitu mengacu pada
apa yang telah dikategorikan Coser dalam Oberschall (1977). Terkait dengan kondisi di
Bengkulu Tengah dan dinamika konflik sosial yang dominan belakangan ini, maka tidak
semua yang diteorisasikan oleh Coser terjadi di Bengkulu. Secara rinci dapat dilihat sebagai
berikut.





































Geografi/teritorial Konflik teritorial Batas daerah, desa,
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Matrik IV. Kategori, Bingkai Konflik dan Pemicu Konflik di Daerah
Pada suatu wilayah konflik sosial dapat mencakup empat kategori diatas, tapi di
beberapa daerah hanya mencakup beberapa kategori saja. Hal demikian sangat terkait dengan
kondisi dan karakteristik masyarakat serta situasi sosial sebagai pencetusnya. Pada daerah
pemekaran seperti Kabupaten Bengkulu Tengah biasanya konflik yang terjadi mencakup
batas geografi, kemiskinan dan politik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada. Secara lebih lengkap dan potensi konflik sosial apa saja yang telah dan akan terjadi
di Kabupaten Bengkulu Tengah akan dibahas pada bahasan selanjutnya.








C. Peta Potensi Konflik Bengkulu Tengah
Mengikuti uraian Matrik Potensi dan Pemicu Konflik tersebut, maka secara lebih rinci
dapat disusun matrik yang sama untuk tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah (Matrik V). Hal
demikian dimaksudkan agar mudah dipahami dan dikritisi , yang selanjutnya dapat digunakan
oleh pemangku kepentingan untuk melakukan kebijakan, strategi dan program yang dapat
mencegah timbulnya konflik manifes akibat tidak terantisipasinya faktor-faktor pemicu
konflik sosial di daerah.














Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden,
Pilkada, Pilkades.
Korupsi dan Tata kelola Pemerintahan
yang buruk (Clean Government dan
Good Goverrnance).
Ketidak netralan PNS, KPU dan Aparat





Intimidasi, Provokasi dan tekanan
terhadap calon maupun pemilih.






Kemiskinan yang masih cukup tinggi.
Kesenjangan pendapatan antar etnis
(trans, pendatang lainnya dengan
penduduk asli).
Kelangkaan BBM dan Gas.
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Kelangkaan Sembako.
Pengolahan limbah PT. Agra Sawitindo
dengan masyarakat Kec. Karang Tinggi.
Sengketa lahan antara PT. Bio Nusantara
Teknologi dengan masyarakat sekitar
Kecamatan Bang Haji, Kecamatan
Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok
Kelapa.
Konflik PT. RSM (Ratu Samban Mining)
yang bergerak dibidang batubara dengan
masyarakat desa Sekayu, Air Kotok
Kecamatan Bang Haji.
Sengketa lahan perkebunan sawit antara
PT. Agri Andalas dengan masyarakat
sekitar.
Rusaknya jalan-jalan  penghubung antar
kabupaten menyebabkan harga
kebutuhan pokok mahal.
Limbah pabrik pengolahan CPO spt. PT.
Cahaya Sawit Lestari, PT. Palma Mas














Perbedaan agama (Muslim dengan non
Muslim)
Sebagai pusat aliran Ahmadiyah (Kec.
Pondok Kelapa).
Perbedaan etnis dan budaya ( Masyarakat
Trans dengan penduduk asli, kasus di
desa Sekayun)..
Pendirian tempat ibadah dan pemakaman
umum.
Peringatan hari-hari besar keagamaan.
4 Geografi/terito Konflik teritorial Permasalahan tapal batas dengan Kab.
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rial (teritorial conflict) Bengkulu Utara, Rejang Lebong,
Kepahyang dan Kota Bengkulu
khususnya desa-desa perbatasan.
Zona penangkapan ikan di sepanjang
pesisir khususnya di daerah Sungai
Hitam.
1. Politik
Sumber potensial konflik sejak 2010 dari aspek politik adalah Pemilu, Pilkada,
menguatnya isu demokratisasi, dan HAM. Pengalaman Pemilu, Pilpres yang sudah-sudah
selalu terjadi pengerahan  massa  dengan berbagai atribut yang dalam derajat tertentu
dapat menyebabkan benturan sosial dikarenakan perbedaan-perbedaan atas dasar ikatan
primordial seperti agama, etnik, kepentingan dlsb. Sebagaimana telah disinggung
sebelumnya penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah cukup heterogen dari aspek etnis
dan agama. Ada 3 (tiga) etnis besar di wilayah ini adalah Jawa, Rejang dan Lembak.
Perbedaan ini menjadi sesuatu yang rawan pada saat terjadi event politik besar seperti
Pemilu legeslatif, Presiden tahun 2014 , dan Pilkada tahun 2012 yang lalu.
Pola dan strategi politik masih tradisional dimana kekuatan politik tidak terletak
pada strategi pemenangan yang canggih dan profesional tapi lebih pada kekuatan-
kekuatan primordial seperti agama dan etnis. Lebih jauh masih rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat Bengkulu Tengah yang umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar
dapat dikategorikan pemilih yang belum cerdas. Kondisi seperti ini sangat memudahkan
mereka terjebak pada politik sektarian dan money politic dalam setiap perhelatan Pemilu.
Sudah menjadi rahasia umum di Bengkulu dan Kabupaten selingkung Bengkulu bahwa
praktek money politic selalu menjadi permasalahan dalam setiap even Pilkada. Di
Bengkulu Tengah ketika Pilkada pada tahun 2012 praktek praktek money politic juga
cukup marak akan tetapi hal demikian susah untuk dibuktikan meskipun dikalangan
masyarakat praktek seperti ini tidak dipungkiri. Hal demikian salah satunya disebabkan
oleh tidak adanya pendidikan politik masyarakat sehingga masyarakat tidak cukup
mendapatkan infomasi yang benar terhadap figur para kandidat sehingga ketidak tahuan
ini telah mengarahkan masyarakat terjebak pada pragmatisme material. Siapa yang
memberi uang lebih besar akan memiliki peluang yang besar untuk memenangkan
Pilkada.
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Pemilu/Pilkada dapat menjadi baik penyebab atau pemicu konflik dikarena KPU
yang tidak memegang kode etik yang telah diatur dimana KPU harus profesional,
transparan, jujur, adil dan tidak partisan. Dalam konflik sosial akibat sengketa Pilkada
dikarena KPU tidak profesional dan berpihak pada salah satu kontestan Pemilu/Pilkada
selalu mewarnai perhelatan Pemilu dan Pilkada. Pada periode rekruitmen anggota KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah  tahun 2014 sederetan protes telah terjadi diakibatkan oleh
tidak transparannya Tim Seleksi. Proses yang dinillai syarat dengan politik dan
nepotisme ini sedikit banyak telah melahirkan ketidak percayaan publik terhadap kinerja
KPUD yang pada pemilu Legeslatif 2014 banyak menuai protes dari para kontestan.
Pada sisi yang lain tidak jalannya pendidikan politik kepada masyarakat dan tidak
optimalnya sosialisasi KPU menjadikan masyarakat menggunakan kriteria dan parameter
sendiri dalam menilai setiap kejadian yang dalam derajat tertentu tidak ada rujukan
aturannya.
Pada era reformasi sekarang ini, ruang untuk konflik sosial semakin terbuka
berkaitan dengan evoria demokratisasi yang dalam derajat tertentu kebablasan, yaitu
diterjemahkan sebagi kebebasan tanpa syarat. Dimana-mana terjadi demontrasi
pengerahan massa, bahkan, anak-anak SD pun ikut berdemontrasi memprotes kebijakan
sekolah. Demonstrasi seolah-olah dipahami sebagai perwujudan praktek demokratisasi
dan menjadi solusi ampuh bagi setiap permasalahan sosial. Padahal penyelesaian
masalah melalui musyawarah mufakat jauh lebih elegan dibandingkan dengan
melakukan demo pengerahan masa yang justru seringkali berakhir dengan anarkhisme.
Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yg baik) dan Clean Government
(Pemerintahan yang bersih) masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah
daerah di lingkungan provinsi Bengkulu termasuk pemerintah Bengkulu Tengah. Tidak
profesionalnya kinerja PNS telah membuat geram kepala daerah beberapa waktu yang
lalu dimana banyaknya PNS yang tidak masuk kerja atau datang ke kantor terlambat atau
pulang sebelum jam karto tutup. Kondisi ini telah membuat masyarakat Bengkulu
Tengah tidak percaya dengan para PNS sebagai pemegang pelayanan publik. Berbagai
tuduhan miring sering dialamatkan kepada para abdi negara ini yang nepotisme, isu suap
dll terkait dengan rekruitmen para pegawai pemerintah daerah. Ketidak percayaan ini
pada derajat tertentu telah membuat masyarakat mengambil tindakan sendiri ketika ada
masalah terkait kepentingan publik seperti kasus pemblokiran jalan akibat rendahnya
respon pemerintah terhadap upaya perbaikan jalan. .
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Maraknya kasus korupsi oleh oknum pejabat daerah baik kabupaten dan provinsi
(puncaknya dipenjarakannya gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin) telah menjadi
stikma pemerintah provinsi Bengkulu dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap
eksekutif daerah. Berbagai pengerahan massa oleh mahasiswa maupun kelompok
masyarakat sipil lainnya sudah tak terhitung terkait dengan praktik korupsi pejabat
daerah yang juga berlangsung sampai 2014 (Kasus Rumah Sakit Yunus, Kasus alat
pembuat Triplek di Kepahyang, dan Kasus Gratifikasi anggota Dewan di Seluma).
Disis lain hasil penyelenggaraan pemerintahan yang tidak trasparan dan
akutabilitas yang masih rendah telah menyebabkab Indeks Tata Kelola pemerintah
Bengkulu yang rendah, no 30 dari 33 provinsi di Indonesia (Kemitraan, 2013). Kalau
upaya aperbaikan Tata-Kelola ini tidak segera diperbaiki dikhawatirka hal demikian akan
mengakipatkan ketidak percayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
akan sangat memungkinkan dapat menjadi pemicu konflik antar pemerintah dan
masyarakat.
2. Ekonomi.
Sumber potensial konflik dari aspek ekonomi meliputi kemiskinan, pengangguran
dan kesenjangan pendapatan, kepemilikan aset dan ketidak adilan ekonomi. Kondisi
kemiskinan di Bengkulu Tengah sangat tinggi (52,4 %) jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan tingkat kemiskinan provinsi yang mencapai 18,6 persen hasil Sensus Penduduk
2010. Sebagai diketahui bahwa dari hasil verifikasi KPDT tahun 2010 menunjukan 104
dari 133 atau hampir 80 persen desa di kabupaten Benteng tergolong desa tertinggal.
Tentu saja ini dampak dari tidak diperhatikannya desa-desa tersebut dalam program
pembangunan selama menjadi bagian dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkulu Utara).
Kemiskinan diyakini oleh para ahli ekonomi seperti Todaro (2003) dapat menjadi
pemicu konflik sosial yang masive. Rakyat miskin sangat mudah diprovokasi untuk
digunakan alat melawan kekuasaan. Dalam sejarah masyarakat menurut Karl Marx
dalam teori “Perjuangan Klas” konflik yang selalu ada ditengah masyarakat adalah
konflik antar klas yaitu klas pemilik modal (Pengusaha, Tuan tanah, Kapitalis) melawan
klas ppekerja (Buruh, Petani, Orang miskin, dan proletar). Sebagai contoh, persoalan
pembagian Raskin, Askin, BLT dibeberapa tempat di Bengkulu Tengah telah
menimbulkan konflik antara masyarakat miskin dengan pemerintah dan bahkan tidak
menutup kemungkinan antar warga karena dimanipulasi untuk kepentingan elite tertentu.
Tingkat pengangguran yang masih tinggi tanpa diimbangi dengan penciptaan
lapangan kerja formal yang cepat dalam jangka panjang dapat menciptakan tindakan
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kriminalitas dan kecemburuan sosial disamping secara psikologis menyebabkan sesorang
menjadi stress dan sangat sensitive. Keadaan seperti ini bila dikaitkan dengan etnis dan
agama dapat menyebabkan konflik horisontal. Di Bengkulu Tengah peluang seperti ini
sangat terbuka terutama didaerah daerah yang bersinggungan antara masyarakat
transmigrasi dengan penduduk asli. Keberhasilan masyarakat trans dengan perkebunan
dan persawahan bisa menimbulkan kecemburuan yang berujung dengan konflik
horisontal.
UMP yang rendah ditengarai sebagai sumber kemiskinan. Artinya para pekerja
tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar
dikarena upah yang mereka terima tiidak sesuai denga biaya yang dibutuhkan untuk
hidup layak. Setiap peringatan Hari Buruh, demo terhadap tuntutan UMP terjadi
diseluruh wilayah Indonesia. Konflik antara para buruh, dengan perusahaan dan konflik
antara buruh dengan pemerintah terkait penetapan besarnya UMP selalu diwarnai tindak
anarkhis baik oleh pihak buruh maupun pihak keamanan. Membuat jalanan diberbagai
ruas kota macet dan telah menimbulkan kerugian yang cukup besar baik pada perusahaan
maupun kepada masyarakt pengguna jalan lainnya.
Kepemilikan aset terhadap sumberdaya alam yang tidak jelas ( sertifikat ganda
terhadap lahan perkebunan) telah menjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah
Bengkulu Tengah. Hingga 2013, persoalan ini masih menggantung meskipun telah
terjadi korban. Sebut saja sengketa lahan antara PT. Bio Nusantara Teknologi dengan
masyarakat sekitar Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan
Pondok Kelapa. Konflik PT. RSM (Ratu Samban Mining) yang bergerak dibidang
batubara dengan masyarakat desa Sekayu, Air Kotok Kecamatan Bang Haji. Sengketa
lahan perkebunan sawit antara PT. Agri Andalas dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya,
kesenjangan pendapatan antara sikaya dan si miskin yang cukup lebar sehingga
menimbulkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya menimbulkan konflik lintas
golongan. Konflik antara etnis cina denga pribumi sebenarnya lebih didorong karena
kecemburuan ekonomi dari pada perbedaan etnis.
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3. Sosial Demografi.
Aspeksosial demografi yang menjadi potensi konflik al. Heterogenitas masyarakat
yang meliputi keragaman agama, etnis, ras, budaya dan ideologi. Sebagaimana telah
dibahas sebelumnya bahwa masyarakat Bengkulu Tengah dewasa memiliki kharakteristik
sosial-demografi seperti wilayah Indonesia lainnya dimana heterogenitas meliputi tidak
saja agama, tapi suku, bahasa, nilai-nilai budaya dan kepentingan  ideologi lainnya.
Meskipun mayoritas penduduk Bengkulu Tengah beragama Islam (lebih 95 persen).
Beberapa konflik lintas agama masih terjadi khususnya terkait dengan pendirian rumah
ibadah. Lebih jauh banyaknya aliran di tubuh umat Islam juga menjadi pemicu konflik
antar umat beragama. Aliran agama seperti dan LDII juga ada di Bengkulu Tengah
bahkan pusat Ahmadiyah di Bengkulu ada di wilayah Bengkulu Tengah yaitu di desa
Pondok Kelapa. Diperlukan upaya-upaya arif agar antar kelompok tersebut tidak saling
menghujat dan menyalahkan lebih-lebih main hakim sendiri terhadap upaya penyelesaian
masalah yang timbul karena yang demikian dapat mengarah pada pengrusakan dan
bahkan pengusiran sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di Madura, Bogor dan
Sukabumi.
Harus diwaspadai konflik-konflik berbasis etnik sudah menjadi bagian dari sejarah
panjang republik ini. Di Bengkulu Tengah setidaknya ada 3 suku besar yang sangat
berbeda dari segi budaya, kharakter dan perilaku sosial, yaitu Rejang, Lembak dan Jawa
(pendatang). Singgungan-singgungan sosial dan berbau konflik sosial antar kelompok
tersebut sudah pernah terjadi di wilayah Bengkulu Tengah meskipun dapat diredam,
seperti kasus di desa Sekatun yaitu konflik sosial antara masyarakat transmigran dengan
penduduk asli.. Namun demikian tetap harus diwaspadai karena seiring kemajuan
pembangunan di wilayah Bengkulu Tengah perdaan-perdaan itu menjadi dipertajam
ketika dibungkus dengan akses ekononi, politik dan pemerintahan. Sebagai contoh ada
upaya-upaya sistematis dari kelompok masyarakat tertentu yang melarang etnis tertentu
untuk masuk dalam jajaran pemerintahan. Lebih jauh konflik berbasi etnis ini
ekskalasinya dapat sangat luas. Contoh konflik Aceh, Kalimantan Barat, Ambon dsb.
Di Bengkulu Tengah peluang ini ada karena heterogenitas masyarakat Bengkulu
Tengah. Olehkarena itu semua pihak harus dapat mengendalikan dan menjaga kerukunan
lintas agama dan etnis ini. Harus ada komunikasi yang baik antar tokoh dari kelompok-
kelompok yang berbeda agar dapat dikenali lebih dini sehingga tidak menimbulkan
konflik sosial yang manifest. Tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya hanya
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setingkat sekolah dasar. Mereka yang berpendidikan rendah sangat mudah diprovokasi
dan tidak berfikir panjang terhadap dampak konflik sosial.
Terakhir adalah pergerakan atau mobilitas penduduk lintas etnis yang dapat
menimbulkan singgungan sosial (friksi) sebagai pemicu konflik sosial. Migrasi penduduk
Seraway dari Bengkulu Selatan yang meakukan migrasi ke Kabupaten Bengkulu Tengah
in yang nota bene mayoritas didominasi etnis yang berbeda karena upaya pembukaan
lahan dalam derajat tertentu telah menimbulkan ketidak nyamanan dan dapat berakhir
dengan konflik.
4. Geografi
Faktor geografi yang dapat menjadi sumber konflik di Bengkulu Tengah al.
Pemekaran dan Batas wilayah baik kabupaten, kecamatan, dan desa. Pemekaran wilayah
dalam beberapa hal telah memicu konflik teritorial antara kabupaten induk dengan
kabupaten pemekaran demikian juga dengan kecamatan dan desa. Secara politik
perebutan wilayah lebih menyangkut jumlah penduduk terkait dengan minimum kursi
yang ada di DPR (20 kursi untuk 100 ribu penduduk) disamping kepentingan kontestan
pemilu terkait dengan wilayah dukungan. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki konflik
perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, Rejanglebong, Kepahyang dan Kota
Bengkulu.
Secara ekonomi pentingnya batas wilayah terkait dengan aset/lahan produktif yang
ada disuatu wilayah dan merupakan sumbangan PAD bagi  daerah yang bersangkutan.
Meskipun dalam pengajuan pemekaran batas-batas tersebut sudah dibuat dan disepakati
tapi tidak pada tataran realitas di lapangan. Tidak dilibatkannya masyarakat di daerah
perbatasan sering menjadi masalah tersendiri. Ada masyarakat yang secara sosiologis
terikat dengan wilayah induk atau sebaliknya. Keadaan seperti inilah yang sering
memicu konflik baik antar masyarakat sipil dengan pemerintah atau anatar sesama
masyarakat karena perbedaan pendapat. Banyak kasus persyaratan pemekaran dibuat
sebatas memenughi persyaratan Kementrian Dalam Negeri, seperti jumlah penduduk,
batas wilayah, jumlah kecamatan dst. Sehingga ketika pemerintah menyetujui wilayah
tersebut menjadi kabupaten baru, masyarakat tidak mau menerima.
Sejauh ini belum ditetapkan tapal batas yang jelas antar desa maupun kecamatan
yang dapat digunakan rujukan bila terjadi sengketa terhadap sumberdaya. Keadaan ini
dapat menjadi sumber konflik sosial dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya-
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upaya untuk mengkodifikasi dan mendokumentasikan secara legal perlu dilakukan agar
kedepan bila terjadi perebutan pengeloaan terhadap  sumberdaya diperbatasan dapat
diselesaikan dengan baik. Demikian juga penetapan wilayah (zona) penangkapan ikan
antara nelayan tradisional dan modern. Sering terjadi pelanggaran oleh nelayan modern
yang menggunakan alat tangkap modern seperti trawl yang berdampak pada




Dalam bab sebelumnya telah dibahas peta potensi koflik sosial di provinsi Bengkulu Tengah
sebagai jawaban terhadap tujuan kajian ini. Bahwa konflik sosial telah menjadi bagian dari
kehidupan sosial kemasyarakatan di Bengkulu Tengah. Konflik-konflik ini akan selalu
mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat sehingga diperlukan upaya strategis untuk
menemukenali bingkai konflik seperti apa yang dapat muncul dan apa saja faktor pemicunya.
Pada Bab ini akan disimpulkan hasil pemetakan yang telah dilakukan menurut pembahasan
yang sudah dilakukan. Beberapa simpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan dalam
mengkritisi konflik sosial agar dapat dirumuskan Model Penanggulan Konflik Sosial di
Kabupaten bengkulu Tengah agar kedepan masyarakat dapat terhindar dari konflik sosial.
A. Kesimpulan
a. Potensi konflik yang terjadi di provinsi Bengkulu Tengah meliputi konflik dari tiga
elemen kewenangan yaitu penguasa (government), pelaku ekonomi (bussinisman),
dan masyarakat sipil (civil society). Ranah konfliknya dapat terjadi: (1) konflik antara
penguasa dengan masyarakat sipil; (2) konflik antara penguasa dengan pelaku
ekonomi; (3) konflik antara pelaku ekonomi dengan masyarakat sipil. Sejauh ini
konflik internal terjadi hanya pada wilayah kekuasaan yaitu konflik antar pemerintah
kabupaten berkaitan dengan tapal batas wilayah.
b. Potensi konflik di Bengkulu Tengah dapat dipetakan meliputi konflik di bidang
politik, ekonomi, sosial-demografi dan geografi.
c. Potensi konflik di Bengkulu Tengah didominasi konflik sengketa lahan antara
pengusaha dengan warga masyarakat ( Perusahaan perkebunan sawit dan karet dengan
warga masyarakat sekitar kebun) dan konflik tapal batas antar kabupaten .
d. Keragaman agama, sosial-budaya juga menjadi potensi yang cukup besar sebagai
pemicu konflik lintas warga meskipun sejauh ini belum pernah menjadi konflik
manifes seperti didaerah tetangga (Lampung).
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut beberapa rekomendasi strategis yang perlu dilakukan
terkait dengan upaya membangun Model Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten
Bengkulu Tengah adalah:
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a. Perlu dilakukan  kajian yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya untuk
mengidentifikasi dan menganalisa determinan sosial, ekonomi, budaya, geografi yang
telah menimbulkan konflik manifes di Kabupaten Bengkulu Tengah.
b. Perlu dilakukan identifikasi terhadap semua pihak yang terlibat konflik dan upaya-
upaya yang telah dilakukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan dan meredam
terjadinya konflik sosial di Kabupaten Bengkulu Tengah.
c. Mengidentifikasi berbagai dampak sosial sebagai akibat terjadinya konflik manifes di
Kabupaten Bengkulu Tengah.nyupaya serius untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Bengkulu Tengah  mengingat tingkat kemiskinan masyarakat masih
sangat tinggi dan peningkatan pendidikan masyarakat agar kedepan dapat lebih cerdas
dalam merespon setiap perhelatan politik seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada..
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